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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga kita dapat terus menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan
terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya termasuk dalam hal penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2023 berikut
penyampaian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam
Rapat Paripurna dilakukan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2023
menyajikan rangkuman dari pelaksanaan, hasil, dan pencapaian berbagai tugas yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dokumen ini mencakup kegiatan dan program
yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya periode 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun 2023,
termasuk visi, misi, kebijakan, strategi, serta target program dan proyek pembangunan
selama tahun 2023. LKPJ ini bertujuan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Surabaya dapat menerima informasi yang komprehensif untuk evaluasi pelaksanaan
tugas dan efektivitas Pemerintah Kota Surabaya sepanjang tahun 2023.

Sejak tahun 2022, kita berusaha untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi
masyarakat yang terdampak dengan terjadinya Pandemi Covid-19. Sejak tahun 2022 pula
tema dan prioritas kita ditekankan pada transformasi ekonomi dengan dititikberatkan pada
ekonomi kerakyatan. Segala upaya Kkita kerahkan termasuk dalam memfokuskan
perencanaan dan penganggaran agar memberikan dampak langsung bagi pemulihan kondisi

perekonomian masyarakat.
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Usaha-usaha yang kita lakukan dengan semangat gotong royong tersebut tidak
mengkhianati hasil yang kita dapatkan sehingga tahun 2023 ini tingkat pengangguran kita
ada pada angka 6,76% jauh berkurang dibandingkan tahun 2020 yang berada pada angka
9,79%, hal ini sejalan dengan semakin turunnya angka kemiskinan dari tahun 2020 yang
naik menjadi 5,02%, sudah semakin menurun jumlahnya menjadi 4,65%. Demikian juga
pada pertumbuhan ekonomi kita yang terus bergerak positif sehingga di 2023 ini kita tumbuh
5,7% setelah di 2020 kita terkontraksi di -4,85%.

Pada pembangunan manusia kita terus membaik pada angka 83,99 dengan kategori
”sangat tinggi”, dengan Umur Harapan Hidup tertinggi di Jawa Timur pada angka 75,82,
yang artinya perjuangan kita dalam memberikan akses pelayanan kesehatan, pelayanan
sosial dan berbagai intervensi terpadu yang dilakukan mulai dari tingkat RT, RW,
Kelurahan, Kecamatan, seluruh Perangkat Daerah dan dengan berkolaborasi dengan seluruh
pihak baik lembaga non pemerintah, perusahaan, forkopimda, DPRD telah berada di koridor
yang tepat. Selain upaya pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial pasca pandemi covid-19,
kita tetap berupaya menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang ada di Kota Surabaya,
mulai dari sistem drainase, pengolahan sampah, transportasi publik, dandan omah yang kita
lakukan agar kualitas kehidupan warga Surabaya semakin meningkat.

Pencapaian-pencapaian tersebut tidak dapat diraih oleh kerja Pemerintah Kota
Surabaya saja, melainkan juga berkat kolaborasi dengan DPRD Kota Surabaya, masyarakat,
serta semua pemangku kepentingan terkait. Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat hal-
hal yang memerlukan upaya peningkatan lebih lanjut. Oleh karena itu, catatan-catatan
strategis, saran dan masukan dari DPRD Kota Surabaya merupakan rekomendasi penting
bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya di
masa mendatang.

Demikian LKPJ Walikota Tahun 2023 disampaikan. Terima kasih disampaikan
kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya dan semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan LKPJ ini. Semoga dokumen menjadi alat yang efektif untuk
meningkatkan kualitas pemerintahan dan proses pembangunan di Surabaya di masa
mendatang, dan mendorong Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis dan
Berkelanjutan melalui gotong royong dan sinergi kuat untuk Surabaya hebat. Semoga niat
dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.
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Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Salam sejahtera
Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya
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BAB |
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanahkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat
hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur
ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang terdiri dari hasil
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan
oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Kondisi ekonomi di tahun 2023
pasca pandemi Covid-19 mulai pulih meningkat selaras dengan intervensi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Surabaya. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 yang
tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 “Penguatan daya saing Sumber Daya
Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar berkelanjutan” yang dilaksanakan
pada RKPD Tahun 2023 dengan tema pembangunan “Penguatan Sumber Daya Manusia,
Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif Menuju Kota
Surabaya Yang Humanis dan Berkelanjutan”, maka program dan kegiatan tahun 2023
difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi, pengurangan pengangguran
terbuka dan peningkatan aspek pembangunan manusia.

Penyusunan kebijakan pada tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2023 sedangkan penyusunan penganggaran berpedoman Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023 disampaikan olen Walikota kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, memuat capaian kinerja hasil

penyelenggaraan urusan pemerintahan berupa program dan kegiatan, dengan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

1.1 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surabaya Tahun

2023 didasarkan atas:

1.
2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 11
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6409);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP]) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor
288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034; (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2021 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
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Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2022 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2023 Nomor 6);
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023 (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2022 Nomor 55);
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023 (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2023 Nomor 78).

VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun

menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud

melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya, yaitu:

“Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang

Maju, Humanis Dan Berkelanjutan”

Makna dalam visi tersebut adalah:

1.

Gotong Royong Gotong royong merupakan pengerahan tenaga tambahan terhadap
kekurangan tenaga dalam menjalankan berbagai aktivitas. Gotong royong juga
diyakini sebagai potensi sosial yang dapat dijadikan sebagai bagian yang signifikan
dalam pemecahan berbagai masalah yang kemasyarakatan termasuk dalam upaya
pembangunan daerah. Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang
memiliki dinamika pembangunan yang sangat komplek. Guna mencapai upaya
pembangunan Kota Surabaya menjadi kota dengan tatanan yang dinamis kelas dunia
maka dibutuhkan kerjasama dan semangat gotong royong dari berbagai elemen

masyarakat. Peran aktif serta gotong royong berbagai elemen tersebut dapat
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diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pembangunan, mendukung program

pembangunan sampai melestarikan hasil pembangunan.

. Maju yaitu Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi

barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di
tingkat Nasional. Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah
dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan
daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai
penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya
pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian
pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya
mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

. Humanis dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya

sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman
masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana
alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan
melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak,
lansia serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai
daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses
pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti
juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan

tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

. Kota Dunia Berkelanjutan Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan

model pembangunan yang berkelanjutan (Sustainablity Development) vyaitu
bagaimana pembangunan yang menedepankan keseimbangan antara pembangunan
ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya mengintegrasikan upaya
pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian
lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya-.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan sebagai

berikut :

1.

Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal,
kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat

penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;
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2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani
rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui
peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan
dasar lainnya;

3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan
infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;

4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis
digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang

berkeadilan.

Tabel 1.1
Perumusan Penjelasan Visi — Misi

o Pokok-pokok o
Visi . Misi
Visi

Gotong Royong Menuju Kota |Maju Misi 1 : Mewujudkan perekonomian
Dunia Yang inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan
Maju, Humanis Dan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru
Berkelanjutan melalui penguatan kemandirian ekonomi
lokal, kondusifitas iklim investasi,
penguatan daya saing Surabaya sebagai
pusat penghubung perdagangan dan jasa

antar pulau serta internasional

Humanis Misi 2 : Membangun Sumber Daya
Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat
jasmani rohani, produktif, religius,
berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan
melalui peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan, pendidikan serta

kebutuhan dasar lainnya

Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan,
kerukunan sosial dan kepastian hukum yang

berkeadilan

Berkelanjutan Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota

yang terintegrasi melalui ketersediaan
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- Pokok-pokok -
Visi . Misi
Visi

infrastruktur dan utilitas kota yang modern
berkelas dunia serta berkelanjutan

Misi 4 : Memantapkan transformasi
birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas
berbasis digital untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik

1.3 DATA UMUM DAERAH
Gambaran umum daerah Kota Surabaya disajikan berdasarkan kondisi geografis
dan demografis serta kondisi ekonomi, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

1.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Kota Surabaya secara geografis terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan
112°36' s.d 112°54' Bujur Timur, secara umum kondisi topografi Kota Surabaya
memiliki ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada
daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Wilayah
barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77% dan sebelah selatan sebesar
6,52%. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian
25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 %.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya luas wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-
2034 bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas + 33.451,14 Ha dengan
wilayah laut sejauh 1/3 dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian
dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau bahwa
luas wilayah Kota Surabaya seluas 335,925 km2 (+ 33.592,5 Ha).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan
Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31
Kecamatan dan 153 Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura;
2. Sebelah Selatan  : Kabupaten Sidoarjo;
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3. Sebelah Timur : Selat Madura;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

1.3.2 Gambaran Umum Demografis

[-10

Jumlah penduduk Kota Surabaya yang memiliki Nomor Identitas Kependudukan
(NIK) pada tahun 2023 berdasarkan Data Konsolidasi Bersin (DKB) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebesar 3.009.286 jiwa di 31 wilayah
kecamatan. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan kelompok
pendidikan diuraikan sebagai berikut.

a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin
meliputi 1.518.928 jiwa atau 50,47% penduduk perempuan dan 1.490.358 jiwa atau
49,53% penduduk laki-laki. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran
tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan
Tambaksari yaitu 226.995 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit
terdapat di Kecamatan Gayungan yaitu 43.999 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan

jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.
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Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2023

GAYUNGAN 21,485 22,514

BULAK 23,413 23,669

ASEM ROWO = 24,208 23,814

JAMBANGAN 26,827 27,373

GENTENG 28,779 29,963
TENGGILIS MEJOYO 28,994 29,996
DUKUH PAKIS 29,436 30,096
GUNUNG ANYAR 30,452 31,113

PAKAL 31,540 31,175

LAKARSANTRI 32,015 32,047
SAMBIKEREP 33,743 34,200
BENOWO 36,597 36,709
PABEAN CANTIAN 36,900 37,590
WIYUNG 37,481 37,901
KARANG PILANG 37,361 38,211 LAKI-LAKI
WONOCOLO 39,457 40,529
MULYOREJO 43,011 44,545 FIEREMPUAN
TANDES 45,207 46,715
SIMOKERTO 46,117 46,566
BUBUTAN 48,127 49,146
TEGALSARI 48,429 49,888
SUKOMANUNGGAL 52,030 52,756
SUKOLILO 56,793 58,306
KREMBANGAN 57,262 58,058
RUNGKUT 60,184 61,757
GUBENG 65,303 68,501
WONOKROMO 76,001 78,994
KENJERAN 91,217 90,083
SEMAMPIR 91,367 91,004
SAWAHAN 98,445 100,891
TAMBAKSARI 112,177 114,818
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2023

b.  Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2023 berdasarkan kelompok usia
didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai
dengan 64 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 2.110.025 jiwa atau 70,12%, sedangkan
kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 678.456 jiwa atau
22,55% dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 220.805 jiwa atau 7,34%. Bagan
piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah,
menggambarkan bentuk Piramida Penduduk Dewasa (stasioner). Hal ini menunjukkan

bahwa di Kota Surabaya memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tetap atau
stabil.

1-11
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Gambar 1.2
Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia

diatas 75 24,410 38,364

70-74 27,222 33,139

65-69 44,798 52,872

60-64 60,375 70,777

55-59 78,173 86,896

50-54 99,567 104,352

45-49 109,551 113,793

40-44 122,990 126,224

35-39 110,663 111,822

30-34 107,665 108,138

25-29 113,134 112,398

20-24 121,054 116,548

15-19 121,299 114,606

10-14 127,955 120,011
5-9 119,889 113,469
0-4 101,613 95,519

laki-laki perempuan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2023

c.  Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (Diploma dan Strata), tertinggi
didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Strata | sebanyak 297.446 jiwa. Sedangkan
untuk tingkat Pendidikan Menengah dan Dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan
SLTA/sederajat sebanyak 814.649 orang dan untuk yang tidak/belum sekolah sebanyak
852.636 orang. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan ditunjukkan

oleh gambar berikut.

I-12
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Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

STRATAl | 1,617
STRATAIl W 21,304
DIPLOMA IV/STRATA | I 297,446
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA ml 41,118
DIPLOMA I/l B 16,669
SLTA/SEDERAJAT I 814,649
SLTP/SEDERAJAT I 347,677
TAMAT SD/SEDERAJAT I 404,803
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT NS 211,367
TIDAK/BELUM SEKOLAH I 852,636

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2023

d.  Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2019-2023 relatif stabil.
Pergerakan jumlah penduduk, selain karena faktor pertumbuhan penduduk alami
(kelahiran dan kematian), mutasi penduduk (pindah masuk dan pindah keluar) juga
karena adanya proses pemutakhiran data kependudukan yang terpusat dalam Satu Data
Kementerian Dalam Negeri. Secara detail gambaran persebaran dan perkembangan
jumlah penduduk perkecamatan pada tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada
Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2019 — 2023

No. | KECAMATAN 2019 2020 2021 2022 2023 Pertumbuhan
1 | Karang Pilang 77.557 74.281 74.341 74.931 75.572 0,86%
2 | Wonocolo 85.284 79.361 79.260 79.559 79.986 0,54%
3 | Rungkut 121.247 117.287 117.983 120.067 121.941 1,56%
4 | Wonokromo 169.994 159.138 157.126 155.559 154.995 -0,36%
5 | Tegalsari 108.097 98.904 98.288 98.484 98.317 -0,17%
6 | Sawahan 216.414 201.743 200.341 199.548 199.336 -0,11%
7 | Genteng 63.165 58.450 58.114 58.601 58.742 0,24%
8 | Gubeng 143.874 135.817 134.467 133.900 133.804 -0,07%
9 | Sukolilo 116.915 110.705 111.762 113.876 115.099 1,07%
10 | Tambaksari 239.272 225.507 225.180 226.136 226.995 0,38%
11 | Simokerto 104.143 94.619 93.793 92.832 92.683 -0,16%
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No. | KECAMATAN 2019 2020 2021 2022 2023 Pertumbuhan
12 | Pabean Cantian 85.856 75.346 74.820 74.810 74.490 -0,43%
13 | Bubutan 107.835 98.762 97.573 97.707 97.273 -0,44%
14 | Tandes 96.590 91.827 91.462 91.784 91.922 0,15%
15 | Krembangan 126.743 114.807 114.618 114.674 115.320 0,56%
16 | Semampir 206.449 183.158 183.344 181.226 182.371 0,63%
17 | Kenjeran 179.198 172.452 174.180 177.561 181.300 2,11%
18 | Lakarsantri 61.907 60.770 61.422 63.017 64.062 1,66%
19 | Benowo 68.351 67.828 68.643 71.033 73.306 3,20%
20 | Wiyung 74.024 72.522 73.223 74.224 75.382 1,56%
21 | Dukuh Pakis 62.846 59.740 59.564 59.293 59.532 0,40%
22 | Gayungan 47.827 43.553 43.336 43.617 43.999 0,88%
23 | Jambangan 54.105 52.249 52.851 53.639 54.200 1,05%
24 | Tenggilis Mejoyo 60.274 58.239 58.329 58.695 58.990 0,50%
25 | Gunung Anyar 60.505 59.048 59.673 60.535 61.565 1,70%
26 | Mulyorejo 91.339 86.407 86.469 86.824 87.556 0,84%
27 | Sukomanunggal 108.264 103.814 103.831 104.271 104.786 0,49%
28 | Asemrowo 49.808 46.563 47.036 47.437 48.022 1,23%
29 | Bulak 46.166 44975 45.420 46.350 47.082 1,58%
30 | Pakal 58.599 57.805 58.865 60.877 62.715 3,02%
31 | Sambikerep 66.833 65.053 65.638 66.796 67.943 1,72%
JUMLAH 3.159.481 | 2.970.730 | 2.970.952 | 2.987.863 | 3.009.286 0,72%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Pada Tahun 2020, pertumbuhan penduduk Kota Surabaya -5,97%, mengalami

penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2019 dikarenakan penyesuaian data dengan

Satu Data Kementerian Dalam Negeri yang disebut dengan Data Kementerian Bersih
(DKB). Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, pertumbuhan penduduk Kota
Surabaya berada di bawah 1%, yakni 0,01% di tahun 2021, 0,57% di tahun 2022 dan
0,72% di tahun 2023. Pada tahun 2023, pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan

Benowo sebesar 3,20% diikuti Kecamatan Pakal sebesar 3,02% dan Kecamatan Kenjeran

sebesar 2,11%.
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1.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SDM non PNS
agar dapat mewujudkan pelayanan prima. Di tahun 2023, jumlah PNS berjenis kelamin
perempuan lebih banyak daripada laki-laki sebagamana tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin
No. Uraian Tahun 2023
1. Jumlah PNS Laki-laki 4.177
2. Jumlah PNS Perempuan 6.410
Jumlah seluruh PNS 10.587

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Komposisi PNS berdasarkan jenis kelamin berbeda jika dikaitkan dengan
pemegang jabatan struktural karena komposisi pejabat struktural berjenis kelamin laki-
laki yang lebih besar daripada perempuan dengan selisih yang kecil sebagaimana Tabel
1.4. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya telah mengakomodasi konsep
kesetaraan gender dalam Kkarir dan jabatan selain mempertimbangkan aspek yang utama
yaitu kompetensi, disiplin, integritas dan pendidikan melalui penerapan manajemen
talenta sehingga baik PNS Laki-laki maupun Perempuan memiliki kesempatan yang

sama untuk mendudukan jabatan struktural.

Tabel 1.4
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin
No. Uraian Tahun 2023
1. Jumlah PNS Pejabat Struktural 1.167
Laki-laki 613
Perempuan 554
2. Jumlah PNS Staf dan Tenaga Fungsional 9.420
Laki-laki 3.564
Perempuan 5.856
Total 10.587

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Jika dikelompokkan berdasarkan golongan, maka dapat diketahui bahwa jumlah
PNS terbanyak pada golongan I11 dan paling sedikit pada golongan | sebagaimana yang
disampaikan dalam Tabel 1.5. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang memiliki
keterampilan dan pengalaman bekerja masih mendominasi jumlah PNS di Kota

Surabaya.
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Tabel 1.5
Jumlah PNS berdasarkan Golongan
No. Uraian Tahun 2023
1. | Jumlah PNS Golongan | 107
2. | Jumlah PNS Golongan Il 1.720
3. | Jumlah PNS Golongan Il 6.810
4. | Jumlah PNS Golongan IV 1.950
Jumlah seluruh PNS 10.587

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Jumlah PNS dengan tingkat golongan golongan 111 dan 1V, jika dikaitkan dengan
tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 1.6. menunjukkan bahwa golongan 11l dan IV
tersebut banyak dipenuhi oleh PNS berpendidikan diploma 111, strata | dan strata II.

Tabel 1.6
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir
No. Uraian Tahun 2023
1. |SD 147
2. | SMP 254
3. |SLTA 1.967
4. | Diploma l 10
5. | Diploma ll 96
6. | Diploma Ill 996
7. | Diploma IV 93
8. | Strata | 6.047
9. | Strata ll 970
10. | Strata Il 7
Jumlah seluruh PNS 10.587

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

1.3.4 Kondisi Ekonomi

a.  Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2023 perekonomian Kota Surabaya tumbuh positif sebesar sebesar 5,70
persen. Meskipun capaian pada tahun ini lebih lamban dibanding tahun 2022 yang
mencapai angka yang lebih tinggi yakni sebesar 6,51 persen namun ekonomi Kota
Surabaya terjaga tumbuh stabil di atas angka 5 persen. Dapat dilihat dalam grafik,
pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami perlambatan selaras dengan kinerja
ekonomi pusat maupun provinsi yang mengalami pertumbuhan dengan kondisi yang
sama. Kinerja ekonomi Kota Surabaya patut diapresiasi karena masih tumbuh cukup
tinggi di tengah kondisi ekonomi fluktuatif yang terjadi selama tahun 2023. Kondisi

ekonomi global saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan, mulai dari aksi geopolitik
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ekonomi yang mengganggu kestabilan ekonomi dunia, perlambatan ekonomi negara-
negara maju seperti Tiongkok, ketidakstabilan harga baik karena permintaan ataupun
ketersediaan, serta volatilitas harga komoditas. Perlambatan ekonomi pada tahun 2023
merupakan bagian keberlanjutan dari pemulihan pasca pandemi Covid-19, yakni

perekonomian secara umum mencari keseimbangan baru pasca pandemi.

Gambar 1.4

Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023

8.00%

6.00% \
4.00%

2.00%

0.00%
-2.00%
-4.00%

-6.00%

2019 2020 2021 2022* 2023%**

e Surabaya 6.09% -4.85% 4.29% 6.51% 5.70%
Jawa Timur 5.52% -2.39% 3.57% 5.34% 4.95%
Nasional 5.02% -2.07% 3.69% 5.31% 5.05%

Sumber data: BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang
Kota Surabaya, 2024, diolah

Catatan :*)Data sementara
**)Data sangat sementara

Selama tahun 2023 Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai
interverensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Dari sisi konsumsi,
pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat Kota Surabaya tetap tinggi. Hal itu
diwujudkan melalui pengendalian inflasi untuk meningkatkan konsumsi dengan menjaga
harga barang dan jasa di Kota Surabaya stabil rendah. Seperti yang ditunjukkan data BPS
Kota Surabaya, dari sisi PDRB pengeluaran, proposi konsumsi berkontribusi sebesar
60,39 persen terhadap perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2023. Pengendalian

tersebut diwujudkan melalui monitoring dan pemantauan harga secara masif untuk
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komoditi-komoditi strategis pemicu utama inflasi di Kota Surabaya. Tidak sampai di situ,
terjaminnya ketersediaan pangan dan terjaganya rantai distribusi juga menjadi fokus
pemerintah agar tidak menimbulkan kelangkaan di pasaran yang akhirnya memicu
terjadinya inflasi. Pemerintah juga melakukan intervensi untuk menjaga daya beli melalui
peningkatan pendapatan masyarakat Kota Surabaya dengan pemberdayaan usaha padat
karya yang melibatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Intervensi pendorong pertumbuhan Kota Surabaya dilakukan melalui perbaikan
iklim investasi. Peningkatan investasi diwujudkan melalui kemudahan-kemudahan
perizinan investasi. Kemudahan perizinan dan inovasi-inovasi pelayanan investasi yang
telah dilakukan saat ini di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu seperti Surabaya Single Window Alfa (SSWALFA), klinik investasi.
Inovasi Pesona Buaya (Pendampingan, Sinergi dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk
UMK Surabaya) dan lainnya. Inovasi-inovasi tersebut dilakukan selain bermanfaat untuk
membantu pelaku usaha mendapatkan informasi terkait potensi investasi di Kota
Surabaya, juga memberikan pendampingan pengurusan perizinan dan menyelesaikan
permasalahan dalam investasi. Upaya mendorong perekonomian dari aspek investasi
berhasilan dilakukan ditunjukkan dari nilai capaian realisasi investasi yang ditanamkan
di Kota Surabaya selama tahun 2023 mencapai hingga 37 triliun. Dengan capaian
tersebut, investasi di Kota Surabaya dapat memberikan efek sampingan (multiplier effect)
seperti menurunkan tingkat kemiskinan melalui banyaknya penyerapan tenaga kerja.
Pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Surabaya mengalami
penurunan, yakni pada tahun 2022 TPT Kota Surabaya sebesar 7,62 persen menurun
menjadi sebesar 6,76 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga didorong melalui kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tahun 2023 melalui
pemberian kelonggaran atas kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. Kebijakan
tersebut difokuskan kepada peningkatan produktivitas usaha bisnis melalui pemberian
keringanan pajak maupun retribusi. Program insentif pajak tersebut tertuang dalam
beberapa regulasi Peraturan Walikota di tahun 2023 meliputi pembebasan bumi
bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Regulasi-regulasi tersebut antara
lain, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 24 Tahun 2023, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2023 dan regulasi
lainnya. Karakteristik kota Surabaya sebagai kota bisnis dan dagang, adanya penetapan

insentif pajak tersebut turut berkontribusi dalam kemudahan bisnis di Kota Surabaya.
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Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi juga dikontribusi oleh berbagai sektor.
Kecepatan laju pertumbuhan lapangan usaha berbeda antar lapangan usaha satu dengan
yang lainnya. Kecepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda tersebut dipengaruhi
oleh seberapa besar peranan lapangan usaha berkontribusi terhadap perekonomian secara
keseluruhan serta kendala dari masing-masing lapangan usaha untuk terus tumbuh di
tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dilihat dari
sisi penawaran, pada tahun 2023 terbentuk dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha
pembentuk perekonomian Kota Surabaya. Terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang
tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih terkontraksi yakni lapangan
usaha pertambangan dan penggalian. Seperti yang terangkum dalam grafik batang,
lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni pengadaan listrik
dan gas sebesar 30,84 persen. Lapangan usaha ini tumbuh pesat dikarenakan tingginya
kebutuhan akan listrik dan gas untuk menunjang seluruh aktivitas masyarakat di Kota
Surabaya sehingga pemintaan akan komoditas tersebut sangat tinggi.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua yakni transportasi
dan pergudangan sebesar 11,16 persen. Transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi
dikarenakan peran sektor transportasi merupakan sarana penting dalam aktivitas
perekonomian. Sebagai moda mobilitas dan aktivitas masyarakat, tingkat mobilitas yang
tinggi mengindikasikan semakin produktif suatu perekonomian.

Lapangan usaha tertinggi selanjutnya tumbuh pada kisaran 5 hingga 10 persen,
secara berurutan yakni jasa lainnya (9,28 persen), jasa perusahaan (8,30 persen),
penyediaan akomodasi dan makan minum (7,84 persen), informasi dan komunikasi (6,76
persen), diikuti perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan sepeda motor (5,48
persen), kontruksi (5,02 persen). Sisanya tumbuh kisaran kurang dari 5 persen. Sementara
lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2023 yakni

pertambangan dan penggalian yang terkontraksi sebesar -6,54 persen.
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Gambar 1.5
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Surabaya Tahun 2023*
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Sumber data: BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang

Kota Surabaya, 2024, diolah
Catatan :*)Data sementara

Jasa lainnya pada tahun ini tumbuh cukup tinggi. Jasa lainnya yang dimaksud salah
satunya dikontribusi oleh komponen jasa hiburan (sektor pariwisata). Capaian
pertumbuhan yang tinggi pada jasa lainnya mengindikasikan salah satunya bahwa sektor
pariwisata pada tahun 2023 tumbuh menggeliat. Pemerintah Kota Surabaya pada tahun
2023 melakukan revitalisasi wisata dengan sejumlah penaataan pusat kawasan-kawasan
wisata yang ada di Kota Surabaya. Pergerakan sektor pariwisata ini juga berdampak
terhadap kinerja sektor kinerja sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang
tumbuh tinggi ketiga yang mencapai 7,84 persen di tahun 2023.

Sektor-sektor produktif dominan Kota Surabaya seperti kontruksi, perdagangan
besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor serta industri pengolahan selama tahun

2022 menghasilkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen. Bahkan
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lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2023 tumbuh hanya sebesar 3,34 persen.
Tekanan yang besar membuat sektor-sektor ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang
lebih rendah dibanding tahun 2022. Hal tersebut juga dikontribusi oleh faktor
perlambatan perekonomian global sehingga menyebabkan terganggunya permintaan dan
penawaran (aktivitas perdagangan) yang merupakan bagian komponen sektor-sektor

dominan Kota Surabaya tesebut.

b.  Potensi Unggulan Daerah

Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2023 juga ditunjukkan oleh peningkatan
nilai tambah yang dihasilkan dibandingkan tahun sebelumnya, yang terlihat pada nilai
tambah PDRB Kota Surabaya baik PDRB Atas Dasar Berlaku maupun PDRB Atas Dasar
Harga Konstan. Berdasarkan tabel 1.7 dan tabel 1.8 nilai tambah dari seluruh lapangan
usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan

namun dengan variasi peningkatan yang berbeda-beda.

Tabel 1.7

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022-2023* (dalam miliar Rupiah)

Kategori Uraian : .2022 .2.023*

Miliar (Rp) | Miliar (Rp)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 982,82 1.026,19

B Pertambangan dan Penggalian 33,39 32,51

C Industri Pengolahan 126.030,90 | 135.434,98

D Pengadaan Listrik dan Gas 2.742,05 3.728,71

E Bﬁgggdaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 932,75 968,11

F Konstruksi 61.408,50 64.940,58

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 184.610,47 | 201.432,93
Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 36.260,42 42.834,31

| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 102.248,70 | 114.627,56

J Informasi dan Komunikasi 36.541,72 39.290,06

K Jasa Keuangan dan Asuransi 33.950,42 35.852,30

L Real Estate 16.599,14 17.213,53

M,N Jasa Perusahaan 15.772,59 17.530,93

0 Adr_ninistrg_si Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 8.486,03 8.533,02

Sosial Wajib

P Jasa Pendidikan 14.866,08 15.784,48

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5.508,12 5.958,22

R,S,T,U | Jasa lainnya 8.642,13 10.106,27

PDRB 655.616,22 | 715.294,71

Sumber data
Catatan

: *) Data Sementara

: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024
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Tabel 1.8

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2022-2023* (dalam miliar Rupiah)

Kategori Uraian 20ep Al
g Miliar (Rp) | Miliar (Rp)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 573,24 576,18
B Pertambangan dan Penggalian 19,09 17,84
C Industri Pengolahan 84.567,58 87.392,24
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.661,67 2.174,08
E Be;gggdaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 680,00 696,39
F Konstruksi 42.633,58 44.772,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
G Sepeda Motor 122.122,63 | 128.814,59
H Transportasi dan Pergudangan 22.684,94 25.517,17
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 62.076,39 66.946,11
J Informasi dan Komunikasi 32.264,42 34.446,03
K Jasa Keuangan dan Asuransi 19.648,80 20.445,33
L Real Estate 11.634,82 11.916,34
M,N Jasa Perusahaan 9.490,09 10.278,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
0 Sosial Wajib 4.756,35 4.759,41
P Jasa Pendidikan 10.001,20 10.447,85
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.782,45 3.923,73
R,S,T,U | Jasa lainnya 5.671,10 6.197,31
PDRB 434.268,71 | 459.030,71

Sumber data
Catatan

C.

: *) Data Sementara

Inflasi Kota Surabaya

: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024

Nilai Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 terjaga dalam kisaran sasaran. Pada

awal tahun 2023 Kota Surabaya menetapkan target inflasi pada kisaran 2,5 +- 1%, selaras

dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Perkembangan

pada desember 2023 menunjukkan inflasi Kota Surabaya year on year sebesar 3,03%.

Inflasi yang terjaga dalam nilai kisarannya merupakan wujud keberhasilan Kinerja

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2023. Nilai

inflasi pada tahun 2023 capaiannya lebih rendah dibanding nilai inflasi pada tahun 2022

yang mencapai sebesar 6,59%.
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Gambar 1.6
Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023
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Sumber: BPS Pusat, Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Surabaya, 2024

Inflasi Kota Surabaya yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh 10 kelompok
pengeluaran mengalami inflasi sisanya 1 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi.
Kelompok pengeluaran yang berkontribusi tertinggi menyumbang inflasi Kota Surabaya
di tahun 2023 secara berurutan yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau
(6,36%), perawatan pribadi dan jasa lainnya (4,43%), pakaian dan alas kaki (3,41%) dan
penyediaan makanan dan minuman/restoran (3,34%).

Kelompok Makanan, Minuman dan tembakau menjadi kelompok tertinggi yang
menyumbang inflasi tahun 2023. Hal itu disebabkan karena ketiga sub pembentuknya
menyumbang inflasi, tertinggi pada Sub kelompok rokok dan tembakau menyumbang
sebesar 6,89% diikuti subkelompok makanan sebesar 6,67% dan minuman yang tidak
beralkohol sebesar 3,51%. Sub kelompok makanan dikontribusi oleh komoditi-komoditi
bahan pagan yang disebabkan selain karena periode musiman yang menyebabkan
ketersediaan stok dipasaran terbatas, juga dikarenakan banyak sedikitnya permintaan.
Untuk Sub kelompok rokok dan tembakau dikontribusi oleh tren peningkatan harga pada
rokok kretek filter yang merupakan dampak dari peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau
(CHT) sebesar 10% pada awal tahun 2023.

Kelompok yang berperan tinggi selanjutnya yakni perawatan pribadi dan jasa
lainya. Pada tahun 2023 kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi
sebesar 4,43%, atau tertinggi kedua setelah kelompok bahan makanan, minuman dan
tembakau. Selain karena permintaan yang tinggi akan perawatan pribadi, peningkatan
harga komoditi emas yang meningkat selaras dengan kondisi ekonomi yang cukup
berfluktuasi selama ini menjadi faktor pendorong peningkatan permintaan emas sebagai
aset aman, peningkatan permintaan tersebut berdampak pada kenaikan harga emas secara

umum di pasaran.
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Kelompok pakaian dan alas kaki memberikan kontribusi inflasi Kota Surabaya pada
tahun 2023 sebesar 3,41%. Dari 2 (dua) kelompok pembentuknya, inflasi pada sub
kelompok alas kaki mengalami inflasi sebesar 7,28%, sementara subkelompok pakaian
mengalami inflasi yang lebih rendah yakni 2,57%. Tekanan inflasi pada kelompok ini
umumnya terjadi pada periode pertengahan tahun, di mana permintaan meningkat sejalan
dengan pola tahunan di saat persiapan masuknya tahun ajaran baru sekolah pada bulan
Juli pertengahan tahun.

Inflasi Kelompok Makanan dan Minuman/Restoran menjadi urutan keempat yang
mengalami inflasi tinggi yakni sebesar 3,34%. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini
dikontribusi oleh 3 kelompok sub pembentuknya. Secara berurutan, sub kelompok rokok
dan tembakau mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 6,89% selanjutnya sub kelompok
makanan yang mengalami inflasi sebesar 6,67% dan sub kelompok minuman yang tidak
beralkohol sebesar 3,51%. Untuk sub kelompok makanan didorong oleh beberapa
komoditas bahan makanan yang mengalami peningkatan harga baik karena terganggunya

persediaan, anomali cuaca, pola musiman maupun faktor lainnya.

Gambar 1.7

Grafik Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2023

Perumahan, Air, Listrik dan BB RT | | 1.96
Pendidikan | | 2.25
Perlengk, Perltn & Pemelharaan Rutin RT | | 2.73
Kesehatan | | 3.07
Penyed Makan dan Minuman/Resto | | 3.34
[
[
[

-0.21
Informasi, Kom dan Jasa Kel_]

Transportasi ] 0.35
Rekreasi, OlahragadanBudaya [ ] 0.86

Pakaian dan Alas Kaki | 3.41

Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya | 4.43

Makanan, Minuman dan Tembakau | 6.36

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024, diolah
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Jika dilihat dari jenis komoditinya, 10 (sepuluh) komoditi tertinggi yang
menyumbang inflasi Kota Surabaya selama tahun 2023 antara lain beras, cabai rawit, tarif
air minum PAM, cabai merah, emas perhiasan, kontrak rumah, akademi perguruan tinggi,
rokok kretek filter, sewa rumah dan bawang putih. Sementara 10 (sepuluh) komoditi yang
menjadi penahan laju inflasi pada tahun 2023 antara lain telur ayam ras, bensin, minyak
goreng, bawang merah, tomat, telepon selular, semangka, daging sapi, sawi hijau dan

melon.
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Selama pada tahun 2023 komoditi beras menjadi komoditi yang berkontribusi
cukup signifikan terhadap inflasi di Kota Surabaya. Peningkatan harga beras di
Peningkatan harga beras didorong oleh semakin menipisnya pasokan akibat penurunan
produksi padi. Penurunan produksi padi di Jawa Timur disebabkan oleh rendahnya curah
hujan akibat fenomena anomali cuaca El Nino. Selanjutnya penurunan produksi
berdampak terhadap peningkatan harga gabah kering dan giling sehingga mendorong
peningkatan harga beras dipasaran Selain itu, permintaan yang tinggi juga disebabkan
oleh percepatan pelaksanaan bantuan sosial sehingga mengakibatkan persediaan
dipasaran menjadi terbaas.

Komoditi yang juga tergolong penyumbang inflasi tertinggi pada subkelompok
pangan yakni bumbu-bumbuan seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang putih. Cabai
rawit dan cabai merah yang merupakan tergolong holtikultura memiliki volatillitas yang
cukup tinggi, dimana sering kali menjadi penyumbang inflasi akibat penurunan
produktivitas, daya simpan yang pendek dan sangat bergantung dengan anomali cuaca
dan faktor lainnya. Seiring dengan tingginya permintaan baik kebutuhan rumah tangga
maupun non rumah tangga (hotel restoran dan catering) menjadikan semakin tinggi juga
kontribusi komoditi terhadap inflasi. Sementara untuk komoditas bawang putih
mengalmai inflasi disebabkan oleh produksi yang menurun akibat cuaca el Nino
sementara permintaan tetap tinggi dan realisasi impor yang kurang optimal karena
produksi di daerah asal impor juga mengalami penurunan produksi.

Untuk kontrak rumah dan sewa rumah masih menjadi faktor tertinggi penyumbang
inflasi Kota Surabaya di tahun 2023 sama seperti pola di tahun sebelum-sebelumnya.
Sampai saat ini, permintaan akan hunian sementara seperti sewa maupun kontrak rumah
di Kota Surabaya masih cukup tinggi. Selain dikarenakan harga rumah di Surabaya sudah
tidak terjakau lagi, meningkatnya inflasi pada sewa rumah dan kontrak rumah untuk tahun
2023 juga didorong oleh peningkatan tarif air minum PAM. Di awal tahun 2023
perusahan air minum PAM Kota Surabaya melakukan penyesuaian tarif air minum PAM
seiring meningkatnya biaya oprasional perusahaan. Selain tarif listrik, tarif air minum
PAM merupakan komponen dari penentuan penetapan biaya sewa rumah sehingga
meningkatnya tarif air minum PAM otomatis membuat para pemilik hunian sewa/kontrak

memutuskan untuk menaikkan biaya sewa bulannya.
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Tabel 1.9
10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi
di Kota Surabaya Selama Tahun 2023

No Inflasi Deflasi
Komoditas Sumbangan Komoditas Sumbangan
1 | Beras 0,8449 Telur Ayam Ras 0,0591
2 | Cabai Rawit 0,1605 Bensin 0,0440
3 | Tarif Air Minum PAM 0,1236 Minyak Goreng 0,0407
4 | Cabai Merah 0,1094 Bawang Merah 0,0358
5 | Emas Perhiasan 0,1061 Tomat 0,0299
6 | Kontrak Rumah 0,0991 Telepon Selular 0,0294
7 | Akademi/Perguruan Tinggi 0,0935 Semangka 0,0240
8 | Rokok Kretek Filter 0,0876 Daging Sapi 0,0150
9 | Sewa Rumah 0,0612 Sawi Hijau 0,0142
10 | Bawang Putih 0,0605 Melon 0,0122

1.35
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Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024, diolah

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023,
maka Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi
semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar
kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi
semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar
kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk
mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah. PAD sebagai salah satu sumber
daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan
sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam
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mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Kota Surabaya 2023 sebesar
Rp9.604.857.948.205,- atau 89,57% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target
realisasi dan capaian pendapatan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Pendapatan  Daerah tahun terealisasi

Tabel 1.10
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2023

No Uraian Target (Rp) Realisasi* (Rp) | Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah 6.592.424.318.658| 5.771.896.714.252 87,55%
Pendapatan Transfer 4.131.400.527.491| 3.832.961.233.953 92,78%
3 Lain-lain Pendapatan - - -

Daerah Yang Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 10.723.824.846.149| 9.604.857.948.205 89,57%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2024

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan

Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 meliputi realisasi pajak daerah

sebesar

Rp4.562.879.779.487,-
Rp289.419.854.469,- atau 70,45%;

atau

89,26%;

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

retribusi

daerah

sebesar

dipisahkan sebesar Rp152.380.733.841,- atau 68,48%; dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah sebesar Rp767.216.346.456,- atau 90,58% dari target yang telah
ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2023 disajikan pada tabel

berikut.

Tabel 1.11

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 | Pajak Daerah 5.112.148.614.656 | 4.562.879.779.487 89,26%
2 | Retribusi Daerah 410.802.472.144 289.419.854.469 70,45%

Hasil Pengelolaan
3 | Kekayaan Daerah yang 222.512.698.894 152.380.733.841 68,48%
Dipisahkan
4 | Lain-lain Pendapatan 846.960.532.964 |  767.216.346.456 90,58%
Asli Daerah yang Sah
Jumlah 6.592.424.318.658 | 5.771.896.714.253 87,55%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2024

1-27



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP]) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan
rincian:

a. Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.562.879.779.487,-

atau 89,26%. Pajak Daerah secara umum belum mencapai target di tahun 2023

namun sudah lebih baik dari tahun 2022. Tahun 2023 Pemerintah Kota Surabaya

memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran pajak daerah agar sektor
perekonomian segera pulih, dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan
kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730;

2. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif terhadap Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada
Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke- 730;

3. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat
dalam Rangka Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Ke- 78;

4. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan
kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-
78;

5. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Hari
Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 78;

6. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan
kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke
78,

7. Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan

kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila;
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Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penghapusan
Sanksi Administrasi berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada
Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila;

Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif terhadap Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan
kepada Masyarakat dalam Rangka Memperingati Hari Ibu;

Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat
dalam Rangka Memperingati Hari 1bu.

Selain kelonggaran memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran

Pajak Daerah, permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah adalah:

1.

Masih ada pihak penyelenggara event yang mengajukan resitusi, dimana
realisasi event hiburan insidentil bergantung pada jumlah pengunjung;

Masih adanya titik lokasi yang masih belum terpasang alat perekam online
untuk pengawasan transaksi parkir dan sebagai pendukung integrasi laporan
pembayaran pajak dari Wajib Pajak;

Masih adanya piutang pajak bumi dan bangunan yang belum terbayarkan.
Dikarenakan adanya data wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang datanya tidak
jelas/tidak ditemukan;

Penentuan tarif Pajak Penerangan Jalan yang akan dioptimalkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Belum tersedianya data pendukung potensi pajak Pajak Penerangan Jalan;
Minat masyarakat dalam melakukan pengiklanan tidak lagi menggunakan
reklame tapi lebih banyak menggunakan media social.

Selengkapnya mengenai rincian target, realisasi dan capaian Pajak Daerah

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2023
No Uraian | Target (Rp) ‘ Realisasi (Rp) ‘ Capaian (%)
1 |Pajak Hotel

a. |Pajak Hotel 401.148.064.133 361.303.955.430 90,07%
Pajak Rumah Kos dengan

b. {Jumlah Kamar Lebih dari 10 4.256.750.554 3.956.822.857 92,95%
(Sepuluh)
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No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
Jumlah Pajak Hotel 405.404.814.687 365.260.778.287 90,10%
2 |Pajak Restoran
a. |Pajak Restoran dan Sejenisnya 596.884.798.355 588.575.046.905 98,61%
b, |Pajak Jasa Boga/Katering dan 44.926.812.779 24.176.860.433 53,81%
Sejenisnya
Jumlah Pajak Restoran 641.811.611.134 612.751.907.338 95,47%
3 |Pajak Hiburan
a. |Pajak Tontonan Film 47.990.285.080 21.483.606.655 44,77%
Pajak Pagelaran 0
b. Kesenian/Musik/Tari/ Busana 5.251.810.412 10.029.915.416 190,98%
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub 0
C. Malam, dan Sejenisnya 61.677.169.546 45.244.784.366 73,36%
Jumlah Pajak Hiburan 114.919.265.038 76.758.306.437 66,79%
4 |Pajak Reklame
Pajak Reklame Papan/ 0
a. Billboard/Videotron/Megatron 163.296.792.896 124.401.919.750 76,18%
b. |Pajak Reklame Kain 22.015.046.522 18.230.982.300 82,81%
Jumlah Pajak Reklame 185.311.839.418 142.632.902.050 76,97%
5 |Pajak Penerangan Jalan
5, |PAJaK Penerangan Jalan 582.419.270 445.618.587 76,51%
Dihasilkan Sendiri
p, |7 ek Penerangan Jalan SUMPer | 525 889.645.405 | 459.683.286.668 86,91%
Jumlah Pajak Penerangan Jalan 529.472.064.675 460.128.905.255 86,90%
6 |Pajak Parkir
a. \Pajak Parkir 140.680.904.378 96.008.121.793 68,25%
Jumlah Pajak Parkir 140.680.904.378 96.008.121.793 68,25%
7 |Pajak Air Tanah
a. ‘Pajak Air Tanah 1.368.359.434 1.273.753.880 93,09%
Jumlah Pajak Air Tanah 1.368.359.434 1.273.753.880 93,09%
8 |Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Pajak Bumi dan Bangunan
a. |Perdesaan dan Perkotaan 1.650.643.170.116 1.395.441.035.500 84,54%
(PBBP2)
Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan 0
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 1.650.643.170.116 1.395.441.035.500 84,54%
9 |Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
a. |BPHTB-Pemindahan Hak 1.370.409.756.487 1.287.488.289.763 93,95%
b.|BPHTB-Pemberian Hak Baru 72.126.829.289 125.135.779.184 173,49%
Jumlah Bea Perolehan Hak Atas 0
Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1.442.536.585.776 1.412.624.068.947 97,93%
Jumlah Pajak Daerah 5.112.148.614.656 4.562.879.779.487 89,26%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp289.419.854.468,- atau 70,45%
dari target Rp410.802.472.144,- meliputi capaian dari retribusi jasa umum sebesar
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Rp110.178.603.087,- atau 67,88%; retribusi jasa usaha sebesar Rp101.522.324.293,- atau
78,14%; dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp77.718.927.089,- atau 65,55%.

Pada tahun 2023, selain kebijakan pengurangan pajak daerah, Pemerintah Kota juga

memberikan keringanan pembayaran retribusi dengan menetapkan:

1.

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun dalam Rangka Hari Jadi Kota
Surabaya Ke-730;

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa
Pembebasan Atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di
Lapangan Pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan
Gedung Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730;

Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan
Retribusi 1zin Pemakaian Tanah dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730;
Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa
Pembebasan Atau Pengurangan Denda Administratif Pelaksanaan Kemajuan
Pembangunan di Lapangan Pada Saat Pengajuan lIzin Mendirikan Bangunan/
Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia Ke-78 Tahun;

Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun dalam Rangka Memperingati Hari
Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-78;

Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif
Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian
Tanah dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78;

Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam
Rangka Hari Kesaktian Pancasila;

Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi
Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin
Pemakaian Tanah dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila;

Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Berupa Bunga Retribusi Pemakaian Rumah Susun dalam Rangka

Memperingati Hari Pahlawan;
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10. Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa

11.

Pembebasan Atau Pengurangan Denda Pelanggaran Kemajuan Pelaksanaan

Pembangunan Di Lapangan Pada Saat Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung

Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan;

Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan

Retribusi Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah

dalam Rangka Memperingati Hari 1bu.

Rincian target, realisasi dan capaian retribusi daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2023
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Ca(rg/:z)l;an
1 | Retribusi Jasa Umum
a. | Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.020.614.700 1.380.638.900 | 135,28%
p. | Retribusi Pelayanan Persampahan/ 73.286.987.400 | 64.874.231.285 |  88,52%
Kebersihan
¢ | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 3.986.016.245 | 3.984.448.800 |  99,96%
Pengabuan Mayat
d. | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan 60.441.279.426 | 23.165.172.202 38,33%
e. | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 20.417.878.007 | 13.415.835.000 65,71%
f. | Retribusi Pengolahan Limbah Cair 917.808.588 928.555.500 | 101,17%
0. | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 2.252.114.100 2.429.721.400 | 107,89%
Jumlah Retribusi Jasa Umum 162.322.698.466 | 110.178.603.087 67,88%
2 | Retribusi Jasa Usaha
a. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 102.112.561.858 | 83.511.109.860 81,78%
Retribusi Penyewaan Tanah 95.262.155.266 | 75.232.426.579 78,97%
Retribusi Penyewaan Bangunan 4.950.012.780 5.612.055.631 | 113,37%
Retribusi Pemakaian Ruangan 1.282.393.812 1.980.227.650 | 154,42%
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 618.000.000 686.400.000 | 111,07%
b. | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 553.584.000 584.502.000 | 105,59%
c. | Retribusi Terminal 1.740.962.517 2.053.086.514 | 117,93%
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat
Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan 1.138.588.884 1.202.435.000 | 105,61%
Bus Umum
Egltrr]'r:’;as' d??_'?g;;jﬁgiﬁ”%’gmﬂlFas'"tas 602.373633 |  850.651.514 | 141,22%
d. | Retribusi Tempat Khusus Parkir 18.958.043.183 6.019.706.508 31,75%
e. | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 6.550.790.000 9.353.919.411 | 142,79%
Jumlah Retribusi Jasa Usaha 129.915.941.558 | 101.522.324.293 78,14%
3 | Retribusi Perizinan Tertentu
a. | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 111.479.733.649 | 70.750.765.489 63,47%
b. Retribusi 1zin Trayek untuk Menyediakan 195 168.871 245.346.000 | 196,01%
Pelayanan Angkutan Umum
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No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) C""(E,j)‘;a”
Retribusi Perpanjangan Izin
c. | Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 6.958.929.600 6.722.815.600 96,61%
(IMTA)
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu 118.563.832.120 | 77.718.927.089 65,55%
Jumlah Retribusi Daerah 410.802.472.144 | 289.419.854.469 70,45%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan kelonggaran atas

kewajiban pembayaran Retribusi Daerah, masih terdapat permasalahan yang dihadapi
dalam pemungutan retribusi daerah, antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan tercapai 38,33% dikarenakan adanya

pembangunan gorong-gorong yang mengurangi potensi pengguna parkir tepi jalan
umum dan beberapa usaha yang tutup sehingga mengurangi titik parkir tepi jalan

umums;

. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercapai 65,71%. Atas hal tersebut telah

dilakukan upaya operasi gabungan di lapangan dan mengirimkan surat kepada wajib
retribusi yang telah habis masa berlaku uji kendaraannya untuk melakukan uji

kendaraan,;

. Retribusi Tempat Khusus Parkir tercapai 31,75% dikarenakan untuk meringankan

beban Masyarakat maka Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan untuk
tidak memungut parkir pada halaman kantor pelayanan seperti Kecamatan, Kelurahan

dan Puskesmas, titik parkir tersebut yang semula 129 lokasi menjadi 44 lokasi;

. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercapai 63,47% dikarenakan adanya regulasi

terkait pegurangan pembebasan atau pengurangan denda antara lain Peraturan
Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan atau
Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan pada Saat
Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung dalam Rangka
Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730. Selain itu, berkurangnya pembangunan bangunan
tinggi sehingga mengurangi permohonan IMB untuk bangunan tinggi, hal mana
mengurangi pendapatan dari retribusi IMB. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk
mengajukan IMB sebelum membangun rumah tinggal juga turut mengurangi

pendapatan dari IMB.
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c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar
Rp152.380.733.841,13,- atau 68,48%. Bagian laba yang disetorkan kepada Pemerintah
Kota Surabaya tersebut merupakan output pendapatan BUMD dan BUMN di tahun 2023.
Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1.14

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023

No

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian
(%)

BUMN

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada

Bagian Laba yang Dibagikan kepada
a. | Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMN

12.127.976.955

12.127.976.955

100,00%

Jumlah Bagian Laba yang Dibagikan
kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMN

12.127.976.955

12.127.976.955

100,00%

BUMD

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Divide

n) atas Penyertaan Modal pada

Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD
(Lembaga Keuangan)

18.966.141.282

18.966.141.282

100,00%

Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Dividen) atas

"I Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka
Usaha)

3.897.299.123

1.413.733.096

36,27%

Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang
Air Minum)

169.997.629.868

102.349.230.842

60,21%

Jumlah Bagian Laba yang dibagikan
kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Swasta

192.861.070.273

122.729.105.220

63,64%

Perusahaan Milik Swasta

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan M

odal pada

Bagian Laba yang dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Dividen) atas

"| Penyertaan Modal pada Perusahaan
Milik Swasta

17.523.651.666

17.523.651.666

100,00%

Jumlah Bagian Laba yang dibagikan
kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Swasta

17.523.651.666

17.523.651.666

100,00%

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

222.512.698.894

152.380.733.841

68,48%
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1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMN vyaitu dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER)
tercapai Rp12.127.976.955,- atau 100% dari target;

2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD tercapai Rp122.729.105.220,- atau 63,64% dari target
Rp122.729.105.220,- meliputi :

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tercapai
Rp18.966.141.282,- atau 100% dari target terdiri dari :

- BPR BPR SAU tercapai Rp2.011.991.150,- atau 100% dari target

- PT. Bank Jatim tercapai Rp16.948.635.132,- atau 100% dari target

- PT. BPR Jatim tercapai Rp5.515.000,- atau 100% dari target

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) tercapai Rp1.413.733.096,- atau
36,27% dari target Rp3.897.299.123, - terdiri dari :

- Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak ada realisasi dikarenakan
memprioritaskan untuk pembayaran hutang. Target Deviden sebesar
Rp214.564.102,-, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor
100.3.3.3/228/2023 tentang Pengesahan laporan Keuangan Audited Tahun
2022 Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya tanggal 3 Agustus 2023;

- Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan tercapai sebesar Rp68.562.040,-
atau 27,78% dari target Rp246.800.714.,- berdasarkan Keputusan Walikota
Surabaya Nomor 100.3.3.3/382/436.1.2/2023 tanggal 29 Desember 2023
tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2022 Perusahaan Daerah
Rumah Potong Hewan Kota Surabaya, tidak menetapkan dividen atas kinerja
PD RPH Tahun 2022 karena PD RPH mengalami kerugian sebesar
Rp830.527.229,- di tahun 2022;

- PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Karsa Utama tercapai sebesar
Rp150.000.000,- atau 100% dari target yang ditetapkan;

- Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tercapai sebesar
Rp1.195.171.056,- atau 36,37% dari target Rp3.285.934.307,- berdasarkan :
1) Surat Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/315/436.1.2/2023 tentang

Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun

Binatang Surabaya ;
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2) Surat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Nomor
122/Ext/PDTS-KBS/X11/2023, tanggal 14 Desember 2023, Perihal :
Permohonan Pembayaran Deviden melalui Angsuran;

3) Surat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Nomor
002/EXT/PDTS-KBS/1/2024 tanggal 8 Januari 2024, Perihal : Pembayaran
Angsuran ke-2 Deviden PD. Taman Satwa KBS Tahun 2022.

c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) yaitu dari Perusahaan
Daerah Air Minum Surya Sembada (PDAM Surya Sembada) tercapai
Rp102.349.230.842,- atau 60,21% dari target Rp169.997.629.868,- berdasarkan :
- Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/147/436.1.2/2023 tentang

Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Surya

Sembada Tahun 2022 tanggal 16 Mei 2023, dividen yang ditetapkan atas

kinerja PDAM Surya Sembada tahun 2022 yang seharusnya disetorkan di

Tahun 2023 sebesar Rp92.349.230.842,-, telah disetorkan pada Tahun 2022

sebesar Rp90.000.000.000,-. sehingga sisanya sebesar Rp2.349.230.842,-

disetorkan pada Tahun 2023;

- Dividen atas kinerja PDAM Surya Sembada Tahun 2023 yang seharusnya
disetorkan di Tahun 2024 telah disetorkan sebesar Rp100.000.000.000,- pada
Tahun 2023.

3. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan

Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu dari PT. YEKAPE Surabaya tercapai

Rp17.523.651.666,- atau 100% dari target.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2023 sebesar
Rp767.216.346.456,- atau 90,58% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selengkapnya
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.15
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2023

Capaian

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%)

Hasil Penjualan BMD yang Tidak

o 3.578.170.948 2.327.356.105 65,04%
Dipisahkan
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No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Cagalan
(%)

o | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak 16.686.607.276 |  35.014.964.213 | 209,84%
Dipisahkan

3 | Jasa Giro 7.587.019.456 1.612.829.119 21,26%

4 | Pendapatan Bunga 19.910.445.845 15.639.726.027 78,55%
P i T i

5 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti 886.680.287 250.910.130 |  29,31%
Kerugian Keuangan Daerah

g | Penerimaan Komisi, Potongan atau 144.491.690.555 | 53.398.765.527 |  36,96%
Bentuk Lain

7 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan 5.627.198.617 882.085.680 |  15,68%
Pelaksanaan Pekerjaan

8 | Pendapatan Denda Pajak Daerah - 10.882.187.215 0,00%

9 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah 4.337.651.746 2.902.722.652 66,92%

10 Penglapatan Hasil Eksekusi atas ) 606.490.005 0,00%
Jaminan

11 | Pendapatan dari Pengembalian 1.430.882.032 994.452.883 69,50%

12 | Pendapatan BLUD 613.615.142.515 | 605.470.222.866 98,67%

13 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran 28.809.034.687 |  37.224.625.035 | 129,21%
Peraturan Daerah

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah 846.960.532.964 | 767.216.346.456 90,58%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,2024

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun 2023 sebesar Rp3.832.961.233.953,- atau
92,78% dari target yang telah ditetapkan. Capaian komponen Pendapatan Transfer

selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.16

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2023

| Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dari Pusat

Dana Perimbangan

111

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Gas Bumi

a. | DBH Pajak Bumi dan Bangunan 4.817.641.000 5.811.901.925 120,64%
b. | DBH PPh Pasal 21 429.432.888.000 | 383.247.847.623 89.25%
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal
- 0,
. | 2o POPDN 90.217.058.647 0,00%
g, | DBH Cukai Hasil Tembakau 44.288.933.000 |  50.100.212.673 113,12%
(CHT)
g, | DBH Sumber Daya Alam (SDA) 31.393.864.000 |  34.016.612.005 108,35%
Minyak Bumi
g | DBH Sumber Daya Alam (SDA) i 2.578.444.246 0,00%
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No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
g. | DBH Sumber Daya Alam (SDA) 9.728.000 12.974.320 133,37%
Pengusahaan Panas Bumi
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber
h. | Daya Alam (SDA) Mineral dan 687.558.000 938.550.591 136,50%
Batubara-Royalty
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
i. | Kehutanan- Provisi Sumber Daya 147.486.000 162.600.768 110,25%
Hutan (PSDH)
.| DBH Sumber Daya Alam (SDA)
J- | Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) ) 22.122.900 0.00%
k, | DBH Sumber Daya Alam (SDA) 1.358.729.000 1.570.482.211 115,58%
Perikanan
Jumlah Dana Transfer Umum-Dana
Bagi Hasil (DBH) 512.136.827.000 568.678.807.909 111,04%
1.1.2 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
a. ‘ Dana Alokasi Umum 1.231.362.911.000 | 1.231.078.009.543 99,98%
Jumiah Dana Transfer Umum-Dana 1.231.362.911.000 | 1.231.078.009.543 99,98%
Alokasi Umum
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi
1.1.3 .
Khusus (DAK) Fisik
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan
a. | KB-Penugasan Penurunan AKI 29.867.047.000 20.032.600.000 67,07%
dan AKB
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan
KB-Penugasan Peningkatan
b. | Pencegahan dan Pengendalian 2.952.681.000 2.635.000.000 89,24%
Penyakit dan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat
. | DAK Fisik-Bidang Sanitasi- 1.601.036.000 1.601.035.998 100,00%
Penugasan
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan
d. | KB-Penugasan-Keluarga 832.955.000 667.080.000 80,09%
Berencana
Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik 35.253.719.000 24.935.715.998 70,73%
1.1.4 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
a. | DAK Non Fisik-BOS Reguler 333.572.060.000 334.582.652.896 100,30%
b. | DAK Non Fisik-BOS Kinerja 9.365.000.000 4.412.500.000 47,12%
c. | DAK Non Fisik-TPG PNSD 222.003.642.000 222.003.640.000 100,00%
g, | DAK Non Fisik-Tamsil Guru 5.004.000.000 3.661.893.222 73,18%
PNSD
e. | DAK Non Fisik-BOP PAUD 62.196.440.000 61.508.579.432 98,89%
. | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan 4.661.850.000 4.537.839.773 97,34%
Kesetaraan
g. | DAK Non Fisik-BOP Museum 1.500.000.000 1.373.345.758 91,56%
dan Taman Budaya-Museum
h. | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 39.058.647.000 10.132.187.171 25,94%
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No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
. ng'fSNO” Fisik-Dana Bantuan 65.827.750.000 |  62.003.009.320 94,19%
j. | DAK Non Fisik-Fasilitasi 292.100.000 170.951.200 58,52
Penanaman Modal
k. | DAK Non Fisik-BOKB-KB 22.792.473.000 14.575.701.700 63,95%
|, | DAK Non Fisik-Ketahanan 130.000.000 17.124.240 13,17%
Pangan dan Pertanian
m. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK ) 91.104.923.100 0,00%
Puskesmas
Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana
0,
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 766.403.962.000 740.084.347.812 96,57%
Jumlah Dana Perimbangan 2.545.157.419.000 